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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang   

 Perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah 

kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas 

dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan 

umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Transportasi jalan 

bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, 

lancar, tertib, dan teratur serta memadukan transportasi lainnya, menjangkau 

wilayah pelosok, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang 

pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli 

masyarakat.  

Berdasarkan data Badan Statistik Indonesia tercatat adanya peningkatan 

jumlah sepeda motor di Indonesia.1 Tahun 2020 tercatat ada 4.096 

Pelangggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak Pada tahun 2021 tercatat 

ada 5.250 Pelanggaran Lalu Lintas dan kecelakaan lalu lintas Pada Tahun 

 
1 https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133 diakses pada tanggal 17 Februari 2020 



2 
 

 
 

2022 tercatat ada 3.145 Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan meningkatnya 

pengguna kendaraan bermotor maka semakin meningkat pula kemungkinan 

untuk terjadinya kecelakaan Lalu Lintas. 

Menurut Daryanto perilaku sosial ini termasuk dalam perilaku operan yaitu 

perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat dikendalikan karena itu dapat 

berubah melalui proses belajar.2 Proses belajar bukan hanya didapat dari 

keluarga akan tetapi lewat pendidikan formal di sekolah atau di lembaga formal 

lainnya yang menyangkut pengetahuan. Di dalam jenjang pendidikan melalui 

proses belajar di sekolah, dimana sekolah memiliki peran yang sangat penting 

dalam memberikan pengetahuan eksternal bagi anak, melalui pendidikan 

formal dan juga pendidikan non formal yang diperolehnya sendiri dalam 

lingkungan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan formal akan 

diperkenalkan kepada mereka teknologi untuk membantu dirinya dalam 

meningkatkan keahlian, keterampilan serta berdaya guna bagi masyarakat 

sebagai generasi penerus bangsa.3 

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu 

dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari 

kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai 

 
2 Daryanto, Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya, Satu Nusa, Bandung, 

2012, h. 12 
3 Ibid. 
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makhluk social. Dari senilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas . 

Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan 

disetiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap 

orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang 

lain.  

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan 

dengan berbagai jenis motor serta mudah didapatkan, dengan banyaknya 

sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan 

harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis 

kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas 

hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media-media di Indonesia. 

Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun 

pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman 

bagi masyarakat.  

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah 

masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan 

lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin 

meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari 

perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah 

umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu 

bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.  



4 
 

 
 

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, 

terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda 

motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal 

biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai 

dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari 

orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang 

tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang 

tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa 

surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu 

merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang 

agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara 

sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran 

dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat 

waktu.4 

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan 

lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian 

dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai 

aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup 

umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum 

 
4 Sunyoto Usman, Kenakalan Remaja Perkotaan, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006, h.3 
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memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Dalam Pasal 81 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.  

 Di Kota Banda Aceh sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali 

dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-

anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos 

lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran 

seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna 

jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh 

pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran 

lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan 

lalu lintas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas 

berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat 

dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat pada tahun 2019 jumlah 

pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah Kota Banda Aceh sebanyak 

4.096 pelanggaran, dan dari sekian pelanggaran lalu lintas yang terjadi 

tersebut pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelajar tingkat SMA yang 

berjumlah 2.271 pelanggaran, tingkat SMP sebanyak 600 pelanggaran, dan 

tingkat SD sebanyak 243 pelanggaran.5 Salah satu pelanggaran yang perlu 

 
5 Jumlah Anak-Anak yang melanggar lalu lintas Baur Tilang Polresta Banda Aceh Tahun 2019 
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diperhatikan oleh aparat penegak hukum yaitu pengendara angkitan jalan yang 

dilakukan oleh anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM. 

 Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua 

masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dalam berkendaraan, 

oleh karena itu ada pengaturan, mengenai hal ini agar tercipta kesejahteraan 

umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. 

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional 

harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, 

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung 

pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah.   

 Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga 

agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam 

mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang 

berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. 

“Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan.”6 

Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya 

aturan hukum yang telah ada. Di dalam proses penegakan hukum tersebut 

 
6 Satjipta Rahardjo, 1983. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi, Jakarta, 

Rajawali press, h. 24. 
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menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan 

perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari 

peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan 

jalan.  

  Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian 

dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi 

pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah 

masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan 

berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak 

yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik 

mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar.  

Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada 

anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke 

sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu 

lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai 

kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum 

yang berlaku. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan mengangakat judul penelitian “PERAN KEPOLISIAN DALAM 

PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK 
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SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRESTA 

BANDA ACEH”.  

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaturan hukum Tindak Pidana terhadap 

penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara 

sepeda motor di Polresta Banda Aceh? 

2. Bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu 

lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Polresta Banda 

Aceh?  

3. Bagaimana Hambatan dan upaya yang dihadapi kepolisian dalam 

penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang 

anak sebagai pengendara sepeda motor di Polresta Banda Aceh?  

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana terhadap 

penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda 

motor di wilayah Polresta Banda Aceh  

2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan 

pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor 
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3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian 

dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara 

sepeda motor 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang 

hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis :  

a. Menambah pengetahuan penelitian tentang upaya kepolisian dalam 

penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda 

motor di Polresta Banda Aceh .  

b. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam 

pembuatan penelitian hukum.  

c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus 

terhadap mahasiswa Hukum Pidana. 

2. Secara Praktis  

a. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah 

wawasan pembaca terhadap pemahaman upaya kepolisian dalam 

penanggulangaan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor 

di Polresta Banda Aceh. 
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 b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas 

permasalahan yang serupa. 

E. Definisi Operasional 

1. Peran : 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti sesuatu yang di 

mainkan atau di jalankan, Peran didefiniskan sebagai sebuah aktifitas 

yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai 

kedudukan.  

2. Kepolisian : 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya di singkat 

UU kepolisian) dalam Pasal 1 angka (1) Kepolisian adalah segala hal-

hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3.  Penanggulangan : 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari 

kata “tanggulang” yang berarti menghadap, mengatasi. Kemudian 

ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi 

“penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan 

menanggulangi. 

4. Pelanggaran : 
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Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan 

tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan 

yang telah dibuat. 

5. Lalu Lintas :  

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 (selanjutnya di singkat UU lalu lintas) menyebutkan Lalu Lintas 

adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 

6. Anak :  

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 200 

tentang perlindungan anak (UUPA) ialah anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA    

A. Tinjauan Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)  

 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di 

Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri 

mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh 

seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi 

Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke dareah. Dalam 

kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala 

sesuatu yang bertalian dengan Polisi. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu 

Politea yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti 

sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas 

mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah:  

1. badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban 

umum.  

2. anggota badan pemerintah ( pegawai Negara yang bertugas menjaga 

keamanan dsb). Istilah Polisi  
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”Menurut Reymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk 

melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka.” 

 “Menurut Steinmezt bahwa : untuk mengatur keamanan, pemerintah 

mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan 

dihukum dan diberi nasehat.”  

Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa 

pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi 

penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan 

yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut 

pegawai polisi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan : “ Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan 

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan 

dari pemerintahan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 

tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu 

fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibnas, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 bahwa: 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
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keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara tegaknya hukum, 

terselengaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta 

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. Jika dilihat secara yuridis, fungsi kepolisian berkaitan dengan 

kewenangan kepolisian yang berlandaskan undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan. Kewenangan Kepolisian mencakup dalam tataran 

represif, preventif, dan pre-emtif. Tataran represif adalah dimana pada waktu 

melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan asas legalitas, 

hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan tataran preventif 

dan pre-emtif adalah dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

selalu mengutamakan asas preventif, asas partisipatif (memberikan 

kesempatan terhadap peran serta masyarakat dalam melaksanakan 

tugasnya), dan asas subsidair (asas yang mewajibkan Polri melakukan 

tindakan yang perlu sebelum instansi tekhnis yang berwenang hadir di tempat 

kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang). 

1. Fungsi dan Wewenang Kepolisian  

 Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 UU kepolisian menyebutkan : 

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. 

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yaitu dimensi yuridis dan dimensi 
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sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas 

fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian 

umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-

undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua 

lingkungan kuasa hukum yaitu :  lingkungan kuasa soal-soal yang 

termasuk kompetensi hukum public, lingkungan kuasa orang, 

lingkungan kuasa tempat, dan lingkungan kuasa. Fungsi kepolisian 

khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa 

undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. 

Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang 

diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus 

dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, 

sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban 

masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu: 

a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam 

rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang 

mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara. 

 b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang 
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dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, 

khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada 

hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan 

ketentraman umum.  

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum 

untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:  

1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang.  

2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.   

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang 

:  

1. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya  
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2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 

 4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. 

 5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam.  

6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan.  

7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas 

pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.  

8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan 

menberantas kejahatan internasional. 

9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. 

10. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian  

   Internasional.     

2. Peran Polisi Lalu Lintas  

 Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai pemantau pemerintah, khususnya di 

bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum 
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(transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Dalam 

menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas di bantu dengan instansi 

pemerintah yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang mengatur 

segala hal yang berhubungan dengan jalan raya dan lalu lintas. Polisi lalu lintas 

adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian 

mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan 

masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan 

penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang 

lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 

karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama 

pendukung prokdutivitasnya.  

 Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas. Dengan adanya 

produktivitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan 

masyarakat yang tidak produktif akan menjadi beban yang menghambat atau 

bahkan mematikan produktivitas nasional. Untuk mengatur dan menjaga 

keteraturan social dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang 

adil, dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak 

masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah social 

yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu institusi yang dapat 

bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya Polisi.  Peran polisi dalam 
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struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, 

mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara 

ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk 

penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar 

para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan 

tentram.7 Dengan kata lain, kegiatankegiatan polisi adalah berkenaan dengan 

sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan.  

3. Konsep Penanggulangan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari 

kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah 

awalan “pe” dan akhiran „an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti 

proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penannggulangan adalah upaya 

yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu 

keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk 

memperbaiki prilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga 

pemasyarakatan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang 

berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi 

agar tidak terjadi lagi. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya 

merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan. Dalam hal ini 

 
7 Bahtiar Efendi, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, UGM, Yogyakarta, 1981, h.1. 
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dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat 

menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak 

akan memunculkan kejahatan baru. Usaha penanggulangan kejahatan bisa 

dilakukan salah satunya dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga 

ditempuh dengan pendekatan integral yang harus dilakukan oleh yang 

melakukan penanggulangan  

 Dalam teori penanggulangan kejahatan terdiri 3 bagian pokok untuk 

penanggulangan kejahatan, yaitu :  

1. Tindakan Pre-emtif Upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang 

dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-

usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif 

menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma 

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 

untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya 

pre-emtif faktor niat menjadi hilang walau ada kesempatan. 

 2. Tindakan Preventif Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan 
untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.  

“Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan 
preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat 
menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi 
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usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau 
mencapai tujuan.8”  

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang 

terpenting adalah:  

a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam 

arti sempit 

b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit  

c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan  

3. Tindakan Represif Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan 

oleh aparatur penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana.9 Tindakan 

represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, 

yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. 

Tindakan ini mengikuti cara aparat penegak hukum dalam melakukan 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan sampai 

pembinaan narapidana. Tindakan represif disebut pencegahan khusus, yaitu 

suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan 

hukuman terhadap pelaku kejahatan. 

 
8 A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis 

dan Hukum, Liberti, Yogyakarta,1985, h..46. 
9 Soejono D, Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, h..31. 
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B. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas  

Dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran 

dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi 

pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah 

“pelanggaran” adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan 

yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-

undang yang mengaturnya.10 Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar 

apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum 

dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. 

Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun 

belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur 

dalam peraturan perundang undangan.11  

Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan dalam UU Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dirumuskan tentang pengertian lalu lintas angkutan jalan 

secara sendiri-sendiri yakni sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan: “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 

 
10 Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Umithohs Press, 

1989, h. 74 
11 Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang 

Dilakukan oleh Anak, https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-
kriminologismengenai-pelanggaran.pdf 
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atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna 

Jalan, serta pengelolanya”.  

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu Lintas adalah gerak 

Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”. Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan: “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari 

satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu 

Lintas Jalan”.  Melihat rumusan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang 

atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan 

dan sarana jalan yang dipergunakan bagi umum. Kendaraan yang dimaksud 

adalah meliputi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. 

Sementara itu pengertian secara limitative tentang apa yang dimaksud dengan 

pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam pengertian umum yang diatur 

Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

”Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau 

tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) 
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dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia No. 

14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya”.12  

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang 

lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu 

sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 

dibagi atas kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran (overtredingen). Mengenai 

kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. 

Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. 

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian 

tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa 

suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-

undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat 

recht delicten yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 

dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat 

kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari 

kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek 

Van Het Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua 

 
12 Naning Rondlon, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum 

dan Lalu Lintas, Jakarta: Bina Ilmu, 1983, h. 19. 
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golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, 

tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan 

hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini 

didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.  

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas  

  Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 105 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 yang 

berbunyi : Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib :  

a. Berperilaku tertib  

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan 

kerusakan jalan.  

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai 

suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan 

penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu 

dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan 

(misdrijve) dan pelanggaran (overtredingen). Mengenai kejahatan itu sendiri 

dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan 
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pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum 

pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana 

kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.  

 Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu 

perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang 

yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat recht 

delicten yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 

dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat 

kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari 

kejahatan.  

“Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het 
Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua 
golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, 
tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan 
hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini 
didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan”. 13 

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan 

praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku 

kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan 

 
13 Bambang Poernomo, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, h.40 
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kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, 

maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. “ 

Menurut Wirjono Prodjodikoro14 pengertian pelanggaran adalah 

“overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbutan yang melanggar 

sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada 

perbuatan melawan hukum”.  

Sedangkan “Menurut Bambang Poernomo15 mengemukakan bahwa 

pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. 

Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau 

keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on 

recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”  

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :  

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan  

2. Menimbulkan akibat hukum  

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil 

kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang 

 
14 Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, h.33 
15 Bambang Poernomo, Loc. Cit. 



28 
 

 
 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas 

diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan 

seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga 

pejalan kaki yang bertentangan dengan peaturan perundang-undangan lalu 

lintas yang berlaku.16 

2. Jenis – Jenis Pelanggaran Lalu Lintas   

 Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan 

menjadi tiga diantaranya:  

1. Pelanggaran Berat. Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal 

enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. 

Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi 

jalan dan balapan liar di jalan raya.  

2. Pelanggaran Sedang Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran 

yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 

500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, 

tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.  

 
16 Ramdlon Naning, Loc.Cit.   
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3. Pelanggaran Ringan Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. 

Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda 

maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk 

kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak 

memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan 

pesepeda.  

 Mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, 

melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, 

melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat 

Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat 

keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga 

pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat 

berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang 

tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, 

angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara 

pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, 

mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, 

dan tidak masuk ke terminal.17  

 
17 7Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-

lintas-di-indonesia/ , diakses tanggal 22 Oktober 2018. Pukul. 20.28. 
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 Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak tidak dilengkapi ban cadangan, 

segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah 

yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi 

persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu 

rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, 

knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu 

lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan 

atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, 

serta melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan 

kendaraan lain.  

 Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang 

sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang 

tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang 

kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak 

mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, 

mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, 

mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, 

mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan 

mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari 

dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan 
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isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur 

atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.18 

 Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan 

lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali 

saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan 

kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak 

menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak 

menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain 

itu, angkutan orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah 

ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat 

pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan 

dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan 

tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi 

surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu 

utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja 

berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang 

dapat membahayakan pengguna jalan lain.  

 Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana 

disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di 

 
18 Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-

lintas-di-indonesia/ , diakses tanggal 22 Oktober 2018. Pukul. 20.35. 
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Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka 

kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada 

jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi 

terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti 

perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan 

melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar 

peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka pelanggaran lalu lintas menurut 

pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat 

Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan termasuk kategori 

pelanggaran ringan karena kriterianya adalah Pidana maksimal 15 hari-2 bulan 

atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.   

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas  

1. Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan surat ijin mengemudi 

(SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) atau tanda bukti 

lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

2. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak 

memakai helm atau helm yang tidak standar SNI. 

3. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, 

seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara 

dengan tiga orang atau lebih, berkendara dalam keadaan mabuk, dan 

berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.  
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4. Membirkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak 

memiliki SIM  

5. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas 

jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan 

pemuatan kendaraan bermotor.  

Menurut UU  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,bentuk-bentuk pelanggaran lalu 

lintas berupa :  

1. Pasal 280 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di 

jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang 

ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 

Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). 

2. Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di 

jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 

(satu juta rupiah).  

3. Pasal 282 : “Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang 

diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana 

dengan pidana kurungan paling lam 1 (satu) bulan atau denda paling 

banyak RP250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).  
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Dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas akan memberikan 

dampak baik kepada pengguna kendara bermotor ataupun pengguna lain. 

Dampak tersebut akan mengganggu keselamatan sosial yang dapat 

berupa :   

− Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan 

maupun di jalan raya 

− Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi 

terancam  

− Kemacetan lalu lintas yang semakin parah akibat pengendara yang 

tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas  

− Kebiasaan pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga 

menyebabkan kecelakaan.19  

Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari 

dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu 

lintas yang menyebabkan korban jiwa. Masih banyaknya masyarakat yang 

melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan 

masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga 

masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa 

berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut 

 
19 Sunyoto Usman. 2006. Kenakalan Remaja Perkotaan. Gajah Mada Press: Yogyakarta. 
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perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan 

lalu lintas.  

 Peran aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menyadarkan 

masyarakat bahwa perlunya mematuhi aturan lalu lintas. Penegak hukum 

khususnya polisi lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang 

berkendara. Seorang penegak hukum harus mempunyai sikap yang tegas dan 

menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Petugas lalu lintas 

harusnya menindak dengan tegas setiap pelanggar yang melakukan 

pelanggaran lalu lintas dan tidak mudah tergoda oleh praktek suap. Peran 

pemerintah dalam mengambil tindakan yang dapat mengatasi terjadinya 

pelanggaran lalu lintas sangat diperlukan. Pemerintah harus lebih giat 

mensiosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan lalu lintas 

dan bahaya melanggar aturan lalu lintas sehingga dimengerti oleh masyarakat. 

Pemerintas mengawasi dan menindak aparat atau petugas-petugas kepolisian 

yang melakukan pungli.  

C. Tinjauan Umum Tentang Anak  

1. Pengertian Anak   

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara 

etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum 
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dewasa.20 Devinisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak 

menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi 

anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak 

Anak atau United Nasioanal Convention on The Right of The Child Tahun 

1989.  

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur 

muda dalam jiwa dan pejalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk 

keadaan sekitarnya.21 Secara nasional definisi anak menurut perundang-

undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum 

mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah . ada juga yang 

mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang 

masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 

3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa 

anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

 
20 Kemdigbud, KBBI Daring. https://kbbi.kemdigbud.go.id. Diakses tanggal 4 april 2019 
21 R.A. Koesnan.2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur. h. 113 
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belum pernah kawin.22 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 

Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 

menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya 

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi 

belum 18 (delapan beas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya 

terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi 

penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu kita harus menjaga 

dan melindungi mereka dari perbuatan buruk ataupun menjadi korban dari 

pebuatan buruk orang lain. Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, 

dari beberapa penraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia anatara 

lain :  

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 

16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara 

pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada 

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu 

 
22 Eta Kalasuso. 2016. Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana 

Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal ilmiah. h. 27 
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hukuman, atau memerintahka supaya dikembalikan kepada pemerintah 

dengan tidak dikenakan.  

2. Hak-Hak Anak Berhadapan dengan Hukum 

 Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib 

mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-

hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga 

negaranya sejak lahir hingga meninggal. Indonesia telah meratifikasi Konvensi 

Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child 

(konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia 

terikat secara hukum unruk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam 

Konvensi Hak-Hak Anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 

(Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara 

umum dapat dikelompokan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak 

untuk kelangsungan hidup (the right to survival), hak untuk tumbuh kembang 

(the right to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection), dan hak 

untuk partisipasi (the right to participation).23 Undang-Undang Dasar 1945 

telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu :   

 
23 Setya Wahyudi, 2012, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, h.22 
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a. Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  

b. Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : 

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.  

Dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA mengatur juga mengenai hak-hak anak 

yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut :  

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umurnya.  

2. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.  

3. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya.  

4. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.  

5. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya 

oleh anak.  

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan 

hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik 
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yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan 

bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang 

guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa 

Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah anak.24  

Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) 

kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, 

yaitu :  

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, 

seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.  

2. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran 

hukum.  

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau 

anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung 

dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu 

tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan 

hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah 

perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan 

 
24 Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif 

Konvensi Hak Anak, Bandung,  Citra Aditya Bakti, h.83 
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hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan 

hukum, maupun sebaliknya.  

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan 

pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemidanaannya, menurut 

Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang 

berhadapan dengan hukum yaitu :  

a. Pidana peringatan  

b. Pidana dengan syarat : pembinaan diluar lembaga, pelayanan 

masyarakat atau pengawasan  

c. Pembinaan dalam lembaga  

d. Penjara  

Berbedan dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 

10, yaitu : Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan dan Denda.  

 Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, 

pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku 

dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir 

dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.  

 Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses 

penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif 

lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut 



42 
 

 
 

ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan 

pihak-pihak terkai lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya 

mendapatkan hak didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan 

hukum. Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, 

proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan 

menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa 

dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan 

untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda 

dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum. 

 

D. Kajian Hukum Islam Terhadap Anak  

Anak dalam Perspektif Hukum Islam Secara umum menurut dikatakan 

bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, 

dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak 

ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk 

dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta 

pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara 

harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi  
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keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya 

manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.25  

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 

perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak 

menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak 

pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak,Anak juga merupakan 

cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan 

nasional.Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada 

ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka 

semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.Begitu pula sebaliknya, 

Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan 

bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa 

kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.26 

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini 

adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, 

yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan 

melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang 

mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara 

 
25 www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-Prespektif-Hukum-Islam/ 
26 D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Kencana, Jakarta: 2012, h. 59. 
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manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak 

tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat 

bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai 

kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah 

titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara 

yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil‘alamin dan sebagai 

pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang 

dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan 

yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Amir Syarifuddin, Op. Cit, h. 44. 


